BAB IV
ANALISIS YURIDIS PASAL 50 UU NO. 3 TAHUN 2006 JO. UU NO.

50 TAHUN 2009 TENTANG SENGKETA HAK MILIK

A. Analisis Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Mengenai Sengketa
Hak Milik Antara Muslim dan Non Muslim Menurut UU No. 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan Agama

Walaupun sengketa hak milik menurut UU No. 7 Tahun 1989 tidak
berlaku lagi, namun ada baiknya dikemukakan agar dapat dilihat titik temunya
dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. Aturan tentang
sengketa hak milik ditemui dalam Pasal 50 dan Pasal 86 ayat (2) UU No.7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.' Adanya dua pasal dengan muatan yang
berbeda menimbulkan pertanyaan, apakah masing-masing pasal berdiri sendiri,
atau ada keterkaitan antara keduanya.

Ada yang menerapkan Pasal 50 berdiri sendiri, sementara Yahya

Harahap berpendapat agar Pasal 50 tersebut tidak disalahgunakan oleh pihak

! Pasal 50 berbunyi : Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain
dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek
yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum.

Pasal 86 ayat (2), berbunyi : Jika ada tuntutan pihak ketiga, maka Pengadilan menunda
terlebih dahulu perkara harta bersama tersebut sampai ada putusan Pengadilan dalam lingkungan
Peradilan Umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tentang hal itu.

116



117

yang tidak beriktikad baik.” Maka dalam penerapannya harus dikaitkan dengan
pasal 86 ayat (2), bagi yang melihat bahwa pasal 50 berdiri sendiri, berpendapat,
dengan diajukannya bantahan oleh Tergugat terhadap objek perkara dengan
menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik pribadi Tergugat, misalnya
didapat dari pemberian atau warisan orang tua Tergugat dan lain sebagainya,
maka dianggap telah terjadi sengketa milik dalam perkara yang menjadi
kewenangan Pengadilan Agama. Untuk itu Pengadilan Agama harus
menjatuhkan putusan negatif, yakni menyatakan tidak dapat menerima terhadap
objek yang menjadi sengketa hak milik sampai ada putusan oleh pengadilan
dalam lingkungan Peradilan Umum. Sedangkan terhadap objek yang tidak
terjadi sengketa milik, Pengadilan Agama dapat melanjutkan Pemeriksaannya.
Sementara pihak yang melihat pasal 50 dalam penerapannya harus
dikaitkan dengan pasal 86 ayat (2), M. Yahya Harahap berpendapat, baru terjadi
sengketa milik apabila ada tuntutan pihak ketiga. Dengan kata lain, sekedar
bantahan Tergugat bahwa objek sengketa adalah milik pribadi Tergugat tanpa
adanya intervensi dan pihak ketiga, maka belum terjadi sengketa milik.
Bantahan tersebut harus dibuktikan oleh Tergugaf dalam proses persidangan di
Pengadilan Agama. Adanya intervensi menjadi syarat mutlak untuk penentuan
status sengketa milik. Terhadap objek sengketa yang diajukan intervensi,

Pengadilan Agama harus menjatuhkan putusan negatif sampai ada putusan oleh

M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama, (Jakarta : Sinar
Grafika, Cet. III, 2005), hal. 156.
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pengadilan dan lingkungan Peradilan Umum. Sementara terhadap objek yang
tidak diajukan sengketa milik, Pengadilan Agama dapat melanjutkan
pemeriksaannya.

Menyikapi dua pendapat tersebut, penulis cendrung kepada pendapat
kedua, dengan alasan pendapat pertama mengandung kelemahan, yakni dalam
hal Tergugat mempunyai iktikad tidak baik, maka dalil sengketa milik akan
dijadikan alasan untuk menunda-nunda proses penyelesaian sengketa. Namun
demikian, pendapat kedua pun tidak luput dari kelemahan, karena bisa saja
intervensi yang diajukan oleh pihak ketiga merupakan hasil rekayasa Tergugat
dalam upaya memperlambat proses penyelesaian perkara. Inilah titik lemah
sengketa milik versi UU No.7 Tahun 1989. Dengan demikian, baik pasal 50
dimaknai dapat berdiri sendiri dalam penerapannya atau perlu dikaitkan dengan
pasal 86 ayat (2), selalu ada celah dan peluang untuk disalahgunakan. Wal hasil
sengketa milik versi UU No.7 Tahun 1989 belum merupakan the maturity of
law, oleh karenanya perlu direvisi.

Benar apa yang dinyatakan Yahya Harahap bahwa dalam UU No.7
Tahun 1989 menjadi faktor kendala penyelésaian perkara sengketa hak milik di
Pengadilan Agama, Sebab tidak lain karena keharusan menyelesaikan sengketa

hak milik terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.
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B. Analisis Terhadap Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Mengenai Sengketa
Hak Milik Antara Muslim dan Non Muslim Menurut UU No. 3 Tahun 2006
Tentang Peradilan Agama

Sengketa hak milik dalam UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan

Agama diatur dalam pasal 50 ayat (1) dan (2)° serta dalam penjelasan resmi pasal

50 ayat (2) yang terdiri dari lima paragraf. Sesuai dengan kaidah yang berlaku

bahwa ketentuan hukum dalam batang tubuh suatu undang-undang tidak dapat

dipisahkan dari penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Di antara
keduanya terdapat hubungan yang bersifat innerlijk samen hang. Berdasarkan

kaidah tersebut, dapat ditarik garis hukum sengketa hak milik menurut UU No. 3

Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sebagai berikut :*

1. Pada dasarnya, bila terjadi sengketa hak milik, atau sengketa keperdataan
lainnya, maka terhadap objek sengketa tersebut harus diputus lebih dulu oleh
pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. Ketentuan ini tidak berbeda
dengan sengketa hak milik versi UU No.7 Tahun 1989.

2. Dalam hal terjadi sengketa hak milik, namun subjek hukumnya orang yang

beragama Islam, Pengadilan Agama dapat memutus objek sengketa tersebut

3 Pasal 50 berbunyi : (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam
perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus
diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum. (2) Apabila terjadi sengketa
hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang
beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

* Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah
Syar’iyah di Indonesia, (Jakarta : IKAHI, Cet. I, 2008) hal. 193-194.



120

bersama perkara yang menjadi kewenangannya. Dengan kata lain, tidak perlu
menjatuhkan putusan negatif terhadap objek sengketa hak milik dan tidak
perlu menunggu putusan Pengadilan Negeri. Artinya, kalau Tergugat
membantah gugatan Penggugat dengan alasan objek sengketa adalah milik
pribadinya, maka ia harus membuktikannya dalam proses persidangan di
Pengadilan Agama. Begitupun, kalau ada intervensi, asalkan intervenient
beragama Islam, maka ia harus membuktikan alasan dan dalilnya
menggabungkan diri dalam perkara yang sedang berjalan. Semuanya itu akan
dipertimbangkan oleh hakim bersama perkara yang menjadi kewenangannya,

. Apabila pihak yang mengajukan sengketa hak milik itu tidak beragama Islam
(misalnya Tergugat atau /nfervenient non muslim), maka Pengadilan Agama
menunda pemeriksaan perkara sampai ada putusan Pengadilan Negeri
tentang objek sengketa tersebut. Penundaan hanya dilakukan kalau pihak
yang mengajukan sengketa milik telah memperlihatkan bukti di persidangan
Pengadilan Agama bahwa ia telah mendaftarkan perkaranya terhadap objek
tersebut di Pengadilan Negeri. Dengan demikian, sekalipun yang mengajukan
sengketa hak milik itu non inuslim, tapi tidak mendaftarkan perkaranya di
Pengadilan Negeri, maka Pengadilan Agama dapat melanjutkan pemeriksaan
perkara. Pihak non muslim tersebut dianggap telah menundukkan diri secara
suka rela kepada hukum Islam. Sementara perlunya bukti pendaftaran perkara

terhadap objek yang sama di PN merupakan petunjuk keseriusan berperkara,
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sekaligus antisipasi terhadap kemungkinan adanya intervensi hasil rekayasa
tergugat.

4. Dalam hal diajukan sengketa hak milik, tetapi objek sengketanya lebih dari
satu, maka terhadap objek yang tidak diajukan sengketa milik, Pengadilan
Agama tidak perlu menangguhkan putusannya, artinya dapat melanjutkan
proses perkara sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku.

Mencermati karakteristik sengketa hak milik versi UU No. 3 Tahun 2006
tersebut, dapat dinyatakan bahwa pembuat UU No. 3 Tahun 2006 telah
menyadari kelemahan sengketa milik dalam UU No.7 Tahun 1989. Dengan
demikian, kritikan terhadap sengketa hak milik, dapat dijawab. Pembagian harta
bersama dan harta warisan termasuk sengketa hak milik sepanjang subjeknya
muslim atau non muslim akan tetapi tunduk terhadap hukum islam telah dapat

diselesaikan dalam satu forum dan satu lingkungan Peradilan.



